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ABSTRAKSI 

 Penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. ini difokuskan 
pada permasalahan antara lain: mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala 
pengawasan terhadap implementasi Perda Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersiahan. Penulis tertarik pada judul tersebut karena ingin 
mengetahui kinerja para wakil rakyat (DPRD) yang bertindak untuk dan atas 
nama rakyat,  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi Peraturan 
Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap implementasi Perda Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, dan mengupayakan solusi guna menyelesaikan 
kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya dari perspektif 
teori Otonomi Daerah, teori Retribusi, teori pengawasan.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pengawasan 
yang dilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 
2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di kabupaten 
Kepulauan Aru belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi
pengawasannya. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh 
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yaitu berkaitan dengan pelaksanaan 
oleh badan pemerintahan yang khusus menangulangi retribusi dan persampahan 
dalam hal ini BPLH, selain itu kurang adanya dukungan angaran yang cukup. 
Faktor lainnya yang berkaitan dengan standar menajemen pengawasan yang 
menjadi pedoman fungsi pengawasan secara eksplisit tiadak diatur dengan jelas 
dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga pengawasan yang 
dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadapa implemntasi 
Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan 
Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilakukan dengan rencana dan 
strategi program yang baik. (3) Upaya yang dilakukan anggota DPRD terhadap 
faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melihat pada 
kurangnya ketersediaannya angaran yang dilimpahkan untuk pembiayaan 
infratruktur pendukung kebersihan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD 
Kabupaten Kepulauan Aru mengambil kebijakan dengan mengutamakan masukan 
dari masyarakat secara tertulis, maupun lisan, sehinga pengawasan atas 
pelaksanaan Perda tersebut bisa tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat 
Undang-Undang.
Kata Kunci : Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

  Implementasi, Peraturan Daerah dan Retribusi.  

y g j gg y
Terhadap Implementasi Peratuturaran Daerah NNomomoro  8 Tahun 2014 Tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/n/KKebersihan di Kabupaten KeK pulauan Aru. ini difokuskan
pada permasalahan n antara lain: mekanisme pengawawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah,h, kendala yang g dihadapi dan solusi untuuk k mengatasi kendala
pengawasann terhadap immpllememenntatasisi Perda Retriribubusi Pelayanan 
Persampapahhan/Kebersrsiaahahann. Pennululisis terertaariik k papadada jjududul tersebuutt karena ingin 
mengetetahui kinerja pparra a wwakil rakyat (DPRDRD)) yayangng bertindak untntuku  dan atas
namama rakyat,  

Penenelilitit anan ini bberertujuan untuk mengkaji dadan mengngananalalisis mekekanisme 
ppengawwasasanan DDewanan Perwakilan Rakyat Daerah terhadapp implelemementntassi Peraraturan
Daerahah nommoor 8 tahun 2014 tentang ReRetribusii PeP layaanan 
Persamampapahan/n/KKebersihan, mengetahui kendala-kendala yang g dihaadadapipi Dewwan 
Peerwrw kakilann Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalamm mmelelakaksanakaan 
pepengngaawassaan terhadap implementasi Perda Retribusisi PPelelayayanann 
PePersrsamppahan/Kebersihan, dan mengupayakan solusi guna mmenyeyelelesasaikan 
kekendn alaa-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian noormatatiff yyanng g
menggugunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya daari perspektktiif 
teori OOtonomi Daerah, teori Retribusi, teori pengawasan.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme ppengawwasanan 
yaangn ddilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah nommor 88 tahhunun 
20144 tentang Retrtribibususii PePelalayay nan Persamampapahahan/n/KeKebersihan di i kkabupaatetenn 
Kepulauan Arruu bebelulumm didilalaksksananakakan deengnganan bbaiaikk dadalalamm mmelaksanakan funungsgsi
pep ngawasannya. (2) Faktor penghahambmbaat dalam pelaksanaan pengawasann oolelehh 
annggg ota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yaitu berkaitan dengan pelakaksaananaaan 
ololeheh bbadadan pemerintahan yang khusus menangulangi retribusi dan pperersaampmpahahan 
dadalalam m hahall inii BPBPLHLH,, seselalainin iitutu kkurang adadananyaya ddukukunungagan angag rarann yayangng ccukukup. 
FaFaktktoro l iainnya yanng g bebe krkaitan dedengnganan sstatandar mmenenajajeme en pengawaasasan yang 
memenjnjadadii pepedodomamann ffungngssii penggawa asann secarra a keksplilisisit t tiiadadakak ddiaiatuturr dedengngaan jelas 
dalam m PePeraturaann PePerundang-Undadangan yanang berlaku sehihingnggaga ppengagawwasan yang 
dilakukan oleh anggota DPRD KaKabbupaten n Kepulauan Aru terhadapa implemntasi
Perda Nomor 8 Tahun 2014 ttentang Reetribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan di Kabupaten Kepuulauan Aru tidak dilakukan dengan rencana dan 
strategi program yang baik. (3) UpU aya yaanng dilakukan anggota DPRD terhadap 
faktor penghambat pelaksanaan fungsisi pengawasan dengan melihat pada 
kurangnya ketersediaannya angarran yang dilimpahkan untuk pembiayaan 
infratruktur pendukung kebersihan.n. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD 
Kabupaten Kepulauan Aru mengambill kebijakan dengan mengutamakan masukan
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Abstract 

This research entitled the Supervision of the People's Representative Council 
towards the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2014 to Retribution 
of Rubbish/Sanitation Services at Regency Kepulauan Aru. The research focused 
on the problem, among others: supervision mechanism of People’s Representative 
Council, the obstacles faced and the solution to overcome supervision problem 
toward the implementation of Regional Regulation of Rubbish/Sanitation Services 
Retribution. The writer was interested to the title because he wanted to find out 
the performance of people’s representative (DPRD) in acting for and upon the 
people, as well as they were facilitated extravagantly from the people’s money in 
conducting the supervising function toward  

The research aimed to study and analyze the supervision mechanism of the 
People’s Representative Council to the implementation of the Regional 
Regulation No. 8 year 2014 to the Retribution of Rubbish/Sanitation Services, to 
find out the obstacles faced by the People’s Representative Council of Kepulauan 
Aru in conducting the supervision towards the implementation of Regional 
Regulation of Rubbish/Sanitation Services Retribution, and seeking solution to 
overcome the obstacles. The research was a normative research that used Law 
approach, along with studied it from the theory perspective of Regional 
Autonomy, theory of retribution and theory of supervision.  

Result of the research concluded that: (1) the supervision mechanism conducted 
by DPRD toward the he implementation of the Regional Regulation No. 8 year 
2014 to the Retribution of Rubbish/Sanitation Services at Kepulauan Aru had not 
been implemented well in the supervision function. (2) The obstacle factor in 
supervision implementation by the members of DPRD regency Kepulauan Aru 
was namely related with the implementation by the government that especially 
overcame the retribution and rubbish, in this case was BPLH. Besides, that was 
the lack of sufficient budget supports. The other factors related with supervision 
management standard that became the guideline of the supervision function are 
explicitly not regulated in Act Law in force so that the supervision by the 
members of DPRD Kepulauan Aru were not conducted in accordance with the 
good planning and strategy of the program. (3) The effort conducted by the 
member of DPRD toward the obstacles factor of supervision function of the could 
be seen from the lack of budget availability to infrastructure financing of 
sanitation aids. To overcome the matter, DPRD of Kepulauan Aru take a policy 
by considering people’s recommendation in  written and spoken, so that the 
supervision of the Perda’s implementation could still be implemented in 
accordance with the mandate of Law. 

Keywords: supervision, People’s Representative Council, Implementation, 
Regional Regelation and Retribution.  
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towards the implementation ooff RRegional Reggululata ion No. 8 of 2014 to Retribution 
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approaach, along with studied it from the theory perspective oof Regioonaal 
Autonnomy, theory of retribution and theory of supervision. 
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202 14 to the Retribution of Rubbishh/S/Sannititation Services at Kepulauan Aru haad d nonot 
bebeene  implemented well in the supervision function. (2) The obstacle fafactctoror iin 
susupep rvrvisision implementation by the members of DPRD regency Keepupullauauan n AAru 
wawass nanamemelyy relelateded wwitithh ththee imimplplementaatitionon bbyy ththee gogovevernmeentnt tthahat t esespepecicially 
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explicitly not regulated in Act LLaw in fforce so that the supervision by the 
members of DPRD Kepulauan AAru were nnot conducted in accordance with the
good planning and strategy of the prograam. (3) The effort conducted by the 
member of DPRD toward the obststacles factctor of supervision function of the could 
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